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A. Pendahuluan

Setelah kami ditugaskan untuk mempelajari Mata Kuliah Hukum Administrasi
Negara di Fakultas IImu hukum Universitas ekasakti, maka kami menyusun Buku Hukum
Administrasi Negara ini sebagai salah satu acuan bagi para mahasiswa dalam
mempelajari Hukum Administrasi Negara .

Buku-buku Hukum Administrasi Negara sudah cukup banyak beredar dalam
masyarakat, namun setelah Reformasi Tahun 1998 dan terjadinya peubahan pertama
sampai perubahan keempat terhadap UUD 1945, maka Hukum Administrasi Negara
mengalami perubahan pula yaitu terbentuknya Lembaga-Lembaga Baru berikut fungsi
dan wewenangnya menurut UUD 1945.

Atas dasar itulah kami menyusun buku ini, walaupun buku ini bukan satu-
satunya pegangan dalam kuliah-kuliah yang kami berikan kepada mahasiswa. Kami
sadari bahwa buku ini belum sempurna baik isinya maupun teknik penulisannya, untuk
itu kritik dan sumbang saran sangat diperlukan guna perbaikan kemudian. Semoga
Tuhan Yang Maha Esa menyertai dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita semua.
Amin.

Pada dasarnya definisi Hukum Administrasi Negara sangat sulit untuk dapat
memberikan suatu definisi yang dapat diterima oleh semua pihak, mengingat Ilmu Hukum
Administrasi Negara sangat luas dan terus berkembang mengikuti arah
pengolahan/penyelenggaraan suatu Negara.



Rumusan masalah
1. Jelaskan hukum administrasi Negara dalam hukum public dalam sistematika ilmu hukum!

2. Bagaimana hubungan-hubungan antara ilmu administrasi Negara dengan beberapa cabang
ilmu hukum lainnya!

3. Jelaskan Kedudukan dan Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan [Imu Hukum lainnya!

4. Kenapa Hukum Administrasi Negara mempelajari sifat bentuk dan akibat hukum yang
timbul?

B. Pembahasan
Kedudukan dan Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan [Imu Hukum lainnya.

Dalam sistematika llmu Hukum, Hukum Administrasi Negara termasukm dalam hukum
publik dan merupakan bagian daripada hukum Tata Negara. Dilihat dari sejarahnya sebelum
abad 19 Hukum Administrasi Negara menyatu dengan Hukum Tata Negara dan baru setelah
abad ke 19 Hukum Administrasi Negara berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu hukum
tersendiri. Pada pertengahan abad 20 Hukum Administrasi Negara berkembang dengan pesat
sebagai akibat tuntutan timbulnya Negara hukum modern ( welfarestate ) yang mengutamakan
kesejahteraan rakyat.

Hukum Administrasi Negara sebagai suatu disiplin ilmiah tersendiri dapat dilihat dalam
teori Residu dari Van Vallen Hoven yang membagi seluruh materi hukum itu secara terperinsi
sebagai berikut :

1. Hukum Tata Negara (materiil)
a. Pemerintahan

b. Peradilan

[g]

. Kepolisian

2. Hukum Perdata ( materiil)
3. Hukum Pidana (materiil)
a. Hukum Pemerintahan

b. Hukum Peradilan



a. Peradilan Tata Negara

b. Hukum Acara Perdata

¢. Hukum Acara Pidana

d. Hukum Peradilan Tata Usaha Negara

IlImu Hukum Administrasi Negara Sebagai suatu disiplin ilmiah tersendiri maka harus
ditentukan batasan-batasan serta hubungan-hubungan antara ilmu administrasi Negara
dengan beberapa cabang ilmu hukum lainnya seperti Hukum Tata Negara, Hukum
Perdata, Hukum Pidana dan Ilmu Pemerintahan yang akan dibahas di bawah ini :
1. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara dilihat

dari segi sejarah bahwa sebelum abad ke 19 Hukum Administrasi Negara
menyatu dengan Hukum Tata Negara dan baru setelah abad ke 19 Hukum
Administrasi Negara berdiri sendiri.

Mengenai batasan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi
Negara ini terdapat dua golongan pendapat yaitu :

A. Bahwa antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

ada perbedaan prinsip, yaitu :

1. Oppen Heim

2. Van Vallen Hoven

3. Romeign

4. Donner

5. Logemann

a.d.1. Oppen Heim mengatakan bahwa pokok bahasan Hukum Tata

Negara adalah Negara dalam keadaan diam (Strats in rust) ,

dimana Hukum Tata Negara membentuk alat-alat perlengkapan

Negara dan memberikan kepadanya wewenang serta membagi



bagikan tugas pekerjaan kepada alat-alat perlengkapan Negara
ditingkat tinggi dan tingkat rendah.

Sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah Negara dalam
keadaan bergerak (Staats ini beveging) dimana Hukum
Administrasi Negara melaksanakan aturan-aturan yang sudah
ditetapkan oleh Hukum Tata Negara baik ditingkat tinggi
maupun ditingkat rendah.

a.d.2. Van Vallen Hoven

Hukum Administrasi Negara adalah semua peraturan-peraturan
hukum setelah dikurangi hukum-hukum materiil Tata Negara,
Pidana dan Perdata.

Hukum Administrasi Negara merupakan pembatasan dari
kebebasan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.
Badan-badan kenegaraan memperoleh kewenangan dari
Hukum Tata Negara, dan dalam melaksanakan kewenangan itu
badan-badan kenegaraan hasurlah berdasarkan pada Hukum
Administrasi Negara.

a.d.3. Romeign

Hukum Tata Negara mengatur mengenai dasar-dasar dapipad
Negara, sedangkan Hukum Administrasi Negara mengenai
pelaksanaan teknisnya.

a.d.4. Donner

Hukum Tata Negara menetapkan tugas, sedangkan Hukum
Administrasi Negara melaksanakan tugas itu yang telah

ditentukan oleh Hukum Tata Negara.



a.d.5. Logemann

Hukum Tata Negara merupakan suatu pelajaran tentang
kompetensi, sedangkan Hukum Administrasi Negara tentang
perhubungan hukum istimewa.

Hukum Tata Negara mempelajari :

1. Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu Negara

2. Siapa yang mengadakan jabatan-jabatan itu

3. Cara bagaimana ditempati oleh pejabat

4. Fungsi jabatan-jabatan itu

5. Kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu

6. Hubungan antara jabatan-jabatan

7. Dalam batas-batas manakah organ-organ kenegaraan dapat
melakukan tugasnya.

Sedangkan Hukum Administrasi Negara mempelajari sifat bentuk dan
akibat hukum yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang

dilakukan oleh para pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Letak/ Kedudukan Hukum Administrasi Dalam Lapangan Hukum

Hukum Administrasi materiil terletak diantara Hukum prifat dan Hukum pidana, karena
itu disebut juga Hukum antara sifat dan letak Hukum Administrasi yang demikian dapat
digambarkan dalam skema di bawah ini :

1. Hukum Konstitusi/ HTN




2. Hukum 4, Hukum Administrasi | 6. Hukum Pidana

Perdata Formil Formil Formil
3. Hukum 5. Hukum Administrasi | 7. Hukum Pidana
Perdata Materiil Materiil Materiil

Sebagai perbandingan dapat juga diketengahkan skema tentang pembentukan dan penegakan
Hukum materiil/ F.A.M. Stroinkes :

D. Penutup

Sistem pemerintahan daerah juga sebenarnya merupakan salah satu bentuk
penyelenggara pemerintahan yang efektif dan efisien. Karena pada dasarnya tidak mungkin
pemerintah pusat mengatur serta mengelola negara dengan segala permasalahan yang
kompleks. Sementara itu, pemerintah daerah juga merupakan training ground serta
pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. Disadari atau tidak, sistem pemerintahan
daerah sebenarnya merupakan persiapan untuk karir politik lanjutan yang biasanya terdapat
pada pemerintahan pusat.

Sistem pemerintahan daerah juga membuka peluang bagi masyarakat daerah untuk
meningkatkan kapasitas teknik dan manajerial sehingga bisa meningkatkan pengaruh serta
pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para elit lokal. Dalam sistem
pemerintahan daerah juga bisa memungkinkan para pemimpin daerah untuk menetapkan
pelayanan dan fasilitas secara efektif di tengah - tengah masyarakat, mengintegrasikan daerah -
daerah yang terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan
dengan lebih baik bila dibandingan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat dari pusat.

Kajian mengenai hubungan pemerintahan mencakup pembahasan mengenai hubungan
antara pemerintah dan masyarakat sebagai yang diperintah. Bentuk hubungan antara
pemerintah dengan yang diperintah secara konkret dapat dilihat dalam proses pembuatan
kebijakan.
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